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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 19 TAHUN 2001

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 12

1-'"FRATURAN DAERAH KABRUF'ATEH REMBANG
NO»-OR 19 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DEEA
DENGAN RAH.MAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATII REMBANG
a . bF-hwa dalam rar.gka meningkatkan

kelancaranpenye leng garaan Pe:e-
~int ah~n Desa serta rnemberikan

ken.~d ~:ian -r; lava nsn kepaba
~asyarakat, mak?2 atas prakarsa
masyarakat d.pat r.ilakukan Pem-

ben tuk an, Per,ghapusan dan Peng-
gabungan Desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Kepu-
tusan Menteri Dalam Negeri Nomor

64 Tabrn 1999 tentang Pedoman
Umum Pengaturan Mengenal Desa,



Mengingat
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maka perlu mengatur tentang
Pembentukan  Penghapusan dan/atau
Penggabungan Desa;

bahwa untuk maksud tersebut
diatas perlu  ditetapkan dengan
Peraturan Daerah,

UndarigtUnd an g Nornor 13 Tanun
1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dal~m Ling-

kungan  Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999  tentang Pemerintchan Daerah
( Lem~aran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran  Negara Nomor
3839 )

Keputusan Presiden Repub!ik
Indonesia Norsor 44  Tahun 1999
ten tang Teknis Penyusur.ar
Peratllran Perundang-undengan dan
Bcntuk Ran canga n  Tind11ng-rridc.1,
Rancan gas Pc., 'Liran wexlerin.c,, .
dan Rancangan Keputusan Prcsi-
den;

Keputusan Menteri  Delam Negeri
Nomor 64 Tahun 1999 tentang
Pedoman Umum PengaturaD mengenal

Desa.
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Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Menet2.pkan

MEMUTTUSZEKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG PEMBENTUKA.I'!' PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN  DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pas al 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang

dimaksud dengan

a. Daerah adalah  Kabupaten Rembang;

b. Bupati adalah Bupati Rembang;

c. Camat adalah Camat di Kabupaten
Rembang;

d  Des a adalah  kesatuan masyarakat
hu kum  yang memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-asul dan adat
istiadat setempat yang diakui
~al~m sistem Pemerintahan
Nasional dan berada di Daerah
Kabupaten Rembang;

e. Pemerintahan Desa adalah kegia-
tan pemerintahan yang dilaksana-

kan oleh Pemerintah Desa dan
Badan Perwakilan Desa;
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Pemerintah  Desa adalah Kepala Desa dan Per-
angkat Desa;

Kepala Desa adalah  Kepala Pemerintah  di Desa;

Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya
disebut BPD adalah Badan Perwakilan Tang
terdiri  atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa
yang berfungsi mengayomi adft istiadat,
membuat Peraturan Des a, menampung dan
menyalurkan aspirasi rnasyarakat serta
melakukan pengaw~san terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;

Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan,
Desa baru diluar Desa vyang telah ada;

Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan
Deca Db2ru di dal\m wilayah Desa;

Penghapusan Dcsa 2dZ2lah tindakan meniedakan
Desa y~ng talah ada;

Penggabungan Desa adalah ponggabu~gan du~
Desa atau lebih menjadi satu Desa baruy

Desa Persiapan ada'ah  Desa baru di -dalam
.;j laya" Desa seba. 1 has il peuecahen, y;J.g
f_;icn ditingkatrSn menjadi De::3. ys;lg berd Ir i
~2-loiri;

TLE~S )t ibentad: aCa]ch ~=1:nuge.~c"r. drit i Perq, * .

oo " 3TMLUG.

R AR e L L
. ~as-
. .-ta Llon~e- -aya ménk:s,a dungan S~ WS
-/ laporken _p;lk.k:nn=alicyc. ~dan in-mrertrngg-cn~
jawabkan tepad? yang menugastan,

BAB IT

PEMBENTUKAN, PENGHAPOSAN DAN
PENGGABUNGAN DESA



174

Pasal 2

(1)  Tujuan Pembentukan, Penghapusan dan peng-
gabungan Desa adalatl uncuk meningkatkan
kem2mpuan penyelenggaraan pemerintahan
secara berdaya guna dan Dber~asil guna dan
pelayanan terhadap masyarakat sesual dcngan
tingkar perkenbangan dan  kemajuan pcmba-
ngunan.

(2) Desa dibcntuk, dihapus dan atau digabung
atas prakarsa masyarakat  dengan memperha-i-
kan asa~ usul  Des~, kondisi sosial hudeya

dan ekonomi rnasyarakat setempat.

(3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat
(1) terjadi karena pembentukan Desa baru
diluar Desa yang telah ada atau sebagal
akibat pemecahan dan penggabungan Desa.

(4)  Desa vyang kondisimasyarakat dan wilayahnya
tidak lagi memenuhi persyaratan dap~t

dihapus dan atau digabung.

BA.B TIIT

PERSYARATAN PEMBENTUKAN DESA

Pasal 3
Dcsa dibentuk dengan syarat~~yerat sebagail
berikut
a. Jumlah penduduk minimal 1.500 ([ Seribu lima
ratus ] Jjiwa atau 300 { Tiga ratus | Kepala
Keluarga;
h.  Luas Wilayah, yaitu luas wilayah yang

terjangkau dalam pelayanan dan pemhinaan



masyarakat serta
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dalam  rangka

Pcmerintahan dan pembangunan

tikan jaringan
yang tersedia;
Sosjal Buday a

pcrhubungan

va i tu kondisi

kat vyang membcrikan peluang
dalam kehidupan beragama  dan

dalam hubungannya
pat;

deng’n  adat

penyelengnraan
dengan memperha-
dan  komunikasi

sos ial masvyara-
bagi  masyarakat
b~rmasyarakat
istiadat sete~-

Potcnsi Desa, vyaitu terscdianya 2tau kemung-
kinan tersedianya potensi di Desa yang dapat
diolah dan dikembangkan untuk meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan;
Sarana dan  prasarana pemerintnhan, yait~
tersedialya atau  kemungkinan ters~diany~
sarana (Jn praserana pernerinta~an Desa.

BAB IV

MEKANISME  PEMBENI~~AN,

PENGHAPUSAN DAN

PENGGABUNGAN  DESA
Pasal 4

De~gan mera~crhAri~an asrirasi dan t-pcn
tingan masyarakat , D~Ga cirt,-~ ri'..erl~:,
dihapus can afau digabu~g dalam rangka
~eningkattZn tesejahteraan masyarakat,
pelayanan  kepada  rnesyarakat dan pcmbangunan
Desa.
Pembentukan, Penghapusan dan atau Pengga-
bungan Desa atas prakarsa masyarakn:
diusulkan oleh  Kepala Desa d~n~an persctu-

juan BPD kepada

Bupati melaiul Ctlz.-

)
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Usul Kepala Desa sebagaimana dimaksud  ayat
2) oleh Bupati dimintakan persetujuan
kepada DPRD

Setelah mendapat  persetujuan DPRD, Bupati
menetapkan Keputusan  Bupati tentang Pemben-
tukan, Penghapusan dan atau Penggabungan
Desa.

Dalam pembentukan Desa baru, terlebih dahulu

dibentuk Desa persiapan dengan ketentuan
setelah diadakan  pembinaan selama-lamanya 1
1 Satu | tahun haru~ sudah dibentuk Desa
definitif.

BA~ V

BATAS WILAYAH DESA

Pasal 5

Sebagai tanda pemisah antara wilayah Desa
yang satu  dengan wilayah Desa yang lain,
ditetapkan batas wilayah Oesa dengan Peratu-
ran Desa berdasarkan peta Desa dan atau
persetjuan dari Desa vyang berbatasan wi-
layahnya.

Batas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1)

dapat berupa batas alam atau batas buatan.

Batas alam adalah unsur-unsur ala~i seperti
gunung, sungai, pantai, danau dan lain
sebagainya yang dinyatakan atau ditetaptan

sebagai oatas wi layah Desa.



(4]

Batas buatan adalah  unsur-unsur buatan
manusia seperti tuqu, pilar batas, rel
kereta api, saluran irigasi dan lain seba-
gainya yang dinyatakan atau ditetapkan

sebagai  b&tas Wilayah  Desa.
BAB VI

PEMBAGIAN WJLAYAH DESA

Pas al 6
Dalam wilayah suatu Desa dapat dibagi dalam
beberapa wifayah Du sun, y&nb mo rup a kan

Lingkungan kcria pclaksanaan Pcmc rintahan
Dcsa yairg dipimpin oisch Kepa'!a Dusuii-

Dusun dibcntuk dengan syarat-syarat
a. jumlah penduduk minimal 750 jiwa atau 150
kepala ke luargr

b. Luas ?ileyah, yaitu ruas wilayah yang
terjaug kac dalam pclayanan dan  ?Cmbin,i~n
masy~~akat ~crta  dalam rangka p;~yele~~-
gar:-.an Pc merintahan den ;;cibangun  an
de~fu~ m~mli¢thati~>= jutinge:x ;¢ 2ll.~enlec;
dd~ ~0~unil-~~i y~nz tr-:edic:

c. Sosia Budaya, yai tu koncini scsif,
m~syarakat yang mernbcrikaG pslcang ba~i
masyarakat dalarr kchidupan bcraga~~ dan
bermasyarakat dalam hubung~nnya Jeng~n

adat istiadat~etempat;

Pembentukan Dusun ditetapkan dalam Peraturan
Des a.
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BAB VII

KETENTUAN PERALTIHAN

Pasal 7
Desa-desa  dalam wi !ayah Kabupaten Rembang seje-
lum berlakunya Peraturan Daerah  ini vyang bers:a-
tus sebagai  Desa adalah Desa menurut Peraturan
Daerah ini.

Pasal 8
Nama, Juas wi layah da. Batas Desa  vyang ad a
sekarang adalah Nama, Luas Wilayah dan Batas

Desa menurut Peraturan  Dacrah ini,
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Hal—hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah

ini  akan diatur lebih Ianjut oleh Bupati sepan-
jang mcngcnai pelaksanaannya.

Pasal 10
Dengan beriaknnya Peraturan Daerah ini, maka
semua kete~tuan yang bertentangan atau tidak
scsual deng~n Peraturan Daerah ini  dinyatakan
tidak berlaku lagi .

Pasal

Pcraluran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan,
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Agar setiap orang dapat mcngctahuinya,

memerin-
tahkan  pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam  Lembaran Daerah Kabupaten
Remoang.

Ditetapkar di R ~mb aneg

pad a tanggal JO oktober 200l

BUPAT] R©~MBANG

HE~DAR~ONDO

Di undangkan di

Rembang
pada tanggal

6 Nopember 2001

SEK~ETARIS DAERAH KABUPATEN
R E~ B A4 NG

H NOE R >NT O,SHMM

~em~ina Uttfla Madya
KIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001
NOMOR 19



IL.

PENJELASAN

ATAS

TENT ANG

me] ow

~:el ancare.
penyelenggaraan Pemerintahan Desa sertE
memberikan  kemudahan  pelayanan kepada masyar-
akat maka atas prakarsa masyarakat setempat
dapat dilekukan Permnbentukan, Penghapusan dzn
Penggabunge~" Desa. Dal am rangka Perber:tll~s.r,
Penghapusan  dan Penggabungan Desa, maka vya~g
per lu diperbetikan aca lar up aya un tuk menir.g'-
katken ~2!ayanan keJada masyarakat, pemtangu-

nan d~sE dan meningtatkan taraf  hidup

serte
kemakmuran  masyarakat.

B0;lasarkan Pasal 6 Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang
Pedoman C~um Pengaturan  Mengenai Desa, maka
perlu me~Jatur Pembentukan, Penghapusan dan

Penggabungan Desa  dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang.

PASAL DEMI PASAL



Pas al |

Cukup Jjelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pas al 3

Cukup  jelas
Pasai 4

Cukup jelas
Pas al 5

Cuku p jelas
Pasal 6

Cukurl jelts
Pasa l t

Culttp jcl~~
Pasal 8

Cukup jelas
Pasad 9

Cukup jelas
Pasal JO

Cuku p jclas
Pasal 1l

Cr;tu~ Jei-



